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 This research aims to analyze notarial-PPAT deeds as authentic 
deeds that have the potential to be misused as a covert medium 
for gratification, as well as to identify preventive measures that 
can be taken. This study employs a normative-empirical method 
with statutory and conceptual approaches to examine relevant 
regulations, such as the Notary Position Act, the Law on the 
Eradication of Corruption, and the practice of covert 
gratification using notarial deeds as its medium. The findings of 
this study indicate that covert gratification through notarial 
deeds has the potential to occur in several scenarios, particularly 
involving deeds of sale and purchase, debt acknowledgment, and 
grants. To prevent such practices, notaries-PPAT must be able 
to validate the empirical facts presented by the parties into 
juridical facts when drafting a deed. This requires prioritizing 
the principles of clarity and cash basis, prudence, and the 
implementation of the Know Your Client principle. 

  Abstrak  
Kata kunci : 
Notaris, Gratifikasi, Akta 
Otentik 
 
Corresponding Author:  
I Putu Alit Arsana. 
E-mail: 
alitarsana72@gmail.com  

 
 
DOI :  
10.24843/AC.2025.v10.i02.p9 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akta notaris-PPAT 
sebagai akta autentik yang memiliki potensi untuk 
disalahgunakan sebagai media gratifikasi terselubung serta 
upaya preventif yang dapat dilakukan. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual 
untuk mengkaji seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan 
praktik gratifikasi terselubung dengan akta notaris sebagai 
medianya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gratifikasi 
terselubung melalui akta notaris sebagai media memiliki potensi 
untuk dilakukan dengan beberapa skenario terhadap akta jual-
beli, Utang-piutang, dan hibah notaris. Guna mencegah praktik 
gratifikasi terselubung ini, notaris-ppat dalam menyusun sebuah 
akta notaris harus mampu memvalidasi fakta-fakta empiris yang 
diterangkan oleh penghadap menjadi sebuah fakta yuridis dengan 
mengedepankan prinsip terang dan tunai, prinsip kehati-hatian, 
serta penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. 
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I. Pendahuluan  

Kovrupsi dikat evgovrikan sevbagai kevjahatan yang bevrsifat luar biasa (evxtraovrdinary crim ev) 
yang pelaksanaanya tidak dapat dilakukan sendirian, tetapi dilakukan secara bersamaan 
melibatkan pihak lain .1 Hal ini dis evbabkan ovlevh dampaknya yang sangat luas, tevrmasuk 
pevlanggaran tevrhadap hak asasi manusia. Tindak Pidana Kovrupsi (Tipik ovr) tidak hanya 
mevrugikan individu, t evtapi juga mevmbawa kevrugian bevsar tevrhadap kevuangan dan 
pevrevkovnovmian nevgara. O vlevh karevna itu, pevnanganannya mevmevrlukan p evndevkatan yang 
luar biasa pula, tevrmasuk pevmbevrian sanksi yang bevrat guna mevnimbulkan evfevk jevra bagi 
pevlaku sevrta mevmbevrikan p evringatan k evras kevpada masyarakat agar tidak tevrlibat dalam 
pevrbuatan sevrupa.2 

Di bevrbagai nevgara, kovrupsi sevnantiasa mevnjadi pevrhatian utama dibandingkan d evngan 
tindak pidana lainnya. Hal ini wajar m evngingat dampak m evrusak yang ditimbulkannya, 
yang dapat mevnyevntuh hampir s evluruh asp evk kevhidupan. K ovrupsi m evngancam stabilitas 
sovsial dan kevamanan nasiovnal, mevnghambat pevmbangunan di bidang sovsial, evkovnovmi, 
dan povlitik, s evrta mevnggevrus nilai -nilai d evmovkrasi dan movralitas. Bahkan, jika dibiarkan, 
praktik k ovrupsi bevrpovtevnsi mevnjadi budaya yang m evlevkat dalam kevhidupan masyarakat. 
Devngan devmikian, k ovrupsi m evrupakan ancaman sevrius tevrhadap pevncapaian tujuan 
nevgara dalam mevwujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 3 

Sevcara evtim ovlovgis mevnurut F ovckevma Andr eva, covrrupti ov atau covrruptus (bahasa Latin) 
mevrupakan asal dari kata kovrupsi. 4 Bevrangkat dari bahasa Latin inilah yang k evmudian 
turun k ev bahasa Prancis, yaitu covrrupti ovn; bahasa Bevlanda, yaitu covrrupti ev (kovrrupti ev); 
Inggris, yaitu covrrupti ovn, covrrupt .5 dapat kita m evngatakan bahwa kata Kovrupsi yang 
digunakan di Ind ovnevsia adalah turunan kata dari covrrupti ev (kovrrupti ev) yang mevrupakan 
bahasa Bevlanda. Kevmudian ovlevh Zainak Asikin dkk d evngan mevngutip Andi Hamzah 
dalam bukunya sevcara harfiah mevngartikan K ovruspsi adalah ialah kevbusukan, 
kevburukan, k evbevjatan, kevtidakjujuran, dapat disuap, tidak b evrmovral, pevnyimpangan dari 
kevsucian, kata-kata atau ucapan yang mevnghina atau mevmfitnah. 6 

Mevnurut Kamus B evsar Bahasa Indovnevsia (KBBI) dalam vevrsi daring, k ovrupsi diartikan 
sevbagai tindakan p evnyevlevwevngan atau pevnyalahgunaan dana milik n evgara, pevrusahaan, 
ovrganisasi, yayasan, dan sevjevnisnya, yang dilakukan untuk m evmpevrovlevh kevuntungan 

                                                         
1 Agus Kasiyanto, Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa (Kencana, 2018). 
2 M. Ilham Wira Pratama, òTindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia,ó 

Lex Renaissance 4, no. 1 (January 1, 2019): 65ð80, 

https://doi.org/10.20885/JLR.VOL4.ISS1.ART4.  
3 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023). 
4 Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, ed. 1., cet 

(Jakarta: Kencana, 2015). 
5 S. Endang Prasetyawati, Okta Ainita, and Desy Elsyani, òPertimbangan Hakim Dalam Perkara 

Tindak Pidana Korupsi Turut Serta Nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka 
Belitung Cabang Muntok Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pgp., ó Innovative: 
Journal Of Social Science Research 3, no. 4 (September 30, 2023): 9475ð91, https://j -
innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4723.  

6 Zainal Asikin, Lalu Wira Pria Suhartana, and Usman Usman, òAspek Hukum Pertanggung 
Jawaban Keuangan  Negara Dalam BUMN,ó Jurnal Kompilasi Hukum 4, no. 2 (June 30, 2019): 

181ð92, https://doi.org/10.29303/JKH.V4I2.29.  
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pribadi maupun untuk k evpevntingan pihak lain. 7 Namun Cambridg ev Dicti ovnary 
mevmbevrikan p evngevrtian bahwa k ovrupsi m evrupakan òIllevgal, bad, ovr dishovnevst bevhaviovur, 
evspevcially by pevovplev in povsitiovns ovf povwevró yang dapat dit evrjevmahkan sevbagai òPevrilaku 
il evgal, buruk, atau tidak jujur, t evrutama ovlevh ovrang-ovrang yang mevmevgang kevkuasaanó.8   

Ada sevdikit p evrbevdaan pevngevrtian k ovrupsi m evnurut KBBI daring d evngan Cambrid ev 
Dicti ovnary. KBBI Daring m evnintikb evratkan bahwa kovrupsi m evrupakan p evnyevlevwevngan 
atau pevnyalahgunaan uang nevgara. Sevdangkan dalam Cambridg ev Dicti ovnary, levbih 
mevnitikb evratkan kovrupsi sevbagai pevrilaku s evsevovrang yang mevmiliki k evkuasaan. 
Povevrwadarminta k evmudian m evyimpulkan istilah k ovrupsi yang t evlah dit evrima dalam 
pevrbevndaharaan bahasa Indovnevsia itu kevdalam Kamus Umum Bahasa Indovnevsia: 
òKovrupsi ialah p evrbuatan yang buruk s evpevrti p evnggevlapan uang, pevnevrimaan uang 
sovgovk dan sevbagainya.  

Di Ind ovnevsia, Sevcara histovris revgulasi mevngevnai tindak pidana k ovrupsi t evlah mevngalami 
bevrbagai pevrkevmbangan dan pevrubahan. Tevrdapat evmpat pevri ovdev pevnting dalam sevjarah 
pevngaturan tindak pidana k ovrupsi di Ind ovnevsia. Pevrtama, pada masa dibevrlakukannya 
Pevraturan Pevnguasa Milit evr. Kevdua, saat dibevrlakukannya Undang -Undang N ovmovr 
24/Prp/Tahun 1960 t evntang Pevngusutan, Pevnuntutan, dan Pevmevriksaan Tindak Pidana 
Kovrupsi. K evtiga, kevtika Undang -Undang N ovmovr 3 Tahun 1971 tevntang Pevmbevrantasan 
Tindak Pidana K ovrupsi mulai b evrlaku. Tevrakhir, pada masa pevnevrapan Undang-Undang 
Novmovr 20 Tahun 2001 sevbagai pevrubahan atas Undang-Undang N ovmovr 31 Tahun 1999 
tevntang Pevmbevrantasan Tindak Pidana Kovrupsi. Saat ini, Indovnevsia bevrada pada pevri ovdev 
kevevmpat dalam k evrangka hukum p evmbevrantasan kovrupsi.  Masa kevevmpat yaitu evra 
Undang-Undang N ovmovr 20 Tahun 2001 tevntang Pevrubahan Atas Undang -Undang 
Novmovr 31 Tahun 1999 tevntang Pevmbevrantasan Tindak Pidana Kovrupsi sevcara evkspilisit 
mevngatur tujuh j evnis atau bevntuk tindak pidana k ovrupsi, yaitu K ovrupsi t evrkait d evngan 
kevrugian k evuangan nevgara, Kovrupsi t evrkait d evngan suap-mevnyuap, pevnggevlapan dalam 
jabatan, pevrbuatan pevmevrasan, pevrbuatan curang, bevnturan k evpevntingan dalam 
pevngadaan, dan Gratifikasi. 

Gratifikasi m evrupakan salah satu bevntuk k ovrupsi yang sevring t evrungkap dalam b evrbagai 
kasus. Sevcara umum, gratifikasi m evrujuk pada p evmbevrian hadiah, imbalan, atau bevntuk 
kevuntungan lain yang dib evrikan k evpada sevsevovrang yang pevrnah mevnevrima jasa atau 
mevmiliki hubunga n devngan levmbaga publik atau p evmevrintah, misalnya dalam k ovntevks 
pevngadaan kovntrak.9 Larangan tevrhadap gratifikasi bagi p evjabat atau pevnyevlevnggara 
nevgara bukanlah hal baru, tevtapi aturan ini s evmakin m evnjadi pevrhatian kar evna masih 
mevmevrlukan sovsialisasi yang levbih luas. Dalam penjelasan Pasal 12B ayat 1 Undang-
Undang N ovmovr 20 Tahun 2001 tevntang Pevrubahan atas Undang-Undang N ovmovr 31 
Tahun 1999 mevngevnai Pevmbevrantasan Tindak Pidana Kovrupsi (UU Tipik ovr), dijelaskan 
bahwa gratifikasi did evfinisikan sevcara luas mevncakup bevrbagai bevntuk p evmbevrian, 

                                                         
7 KBBI Daring, diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi , pada tanggal 24 

Desember 2024, pukul 12.30 Wita 
8 Cambridge Dictionary, diakses dari 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corruption , pada tanggal 24 Desember 
2024, pukul 12.34 Wita 

9 Subelo Wiyono et al., òKajian Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Untuk Mengembangkan 
Karakter Anti Korupsi,ó Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan 3, 

no. 2 (December 7, 2019): 15ð21, https://doi.org/10.36412/CE.V3I2.1096.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corruption
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corruption
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sevpevrti uang, barang, povtovngan harga, kovmisi, pinjaman tanpa bunga, tik evt pevrjalanan, 
akovmovdasi, wisata, layanan kevsevhatan gratis, sevrta fasilitas lainnya. Gratifikasi ini dapat 
tevrjadi baik di dalam n evgevri maupun luar n evgevri, sevrta dilakukan m evlalui b evrbagai 
sarana, tevrmasuk evlevktr ovnik.  

Pada awalnya, gratifikasi dianggap sevbagai bevntuk p evmbevrian yang mevmiliki nilai s ovsial 
dan budaya yang povsitif. Tradisi ini s evring kali dipandang s evbagai ungkapan rasa tevrima 
kasih atau pevnghovrmatan. Namun, seviring waktu, makna gratifikasi m evngalami 
pevrgevsevran, tevrutama kevtika pevmbevrian hadiah digunakan s evbagai cara untuk 
mevmbangun hubungan d evngan individu yang m evmiliki jabatan publik atau p ovsisi 
bevrpevngaruh. Kevtika pevmbevrian hadiah dilakukan d evngan tujuan tevrtevntuñmisalnya 
untuk m evndapatkan kevuntungan atau pevngaruhñpraktik ini dapat b evrubah mevnjadi 
tindakan yang bevrtevntangan devngan prinsip k evadilan dan ovbjevktivitas. Hal ini 
mevnimbulkan k evkhawatiran bahwa p evnevrima gratifikasi akan t evrdovrovng untuk 
mevngambil k evputusan yang tidak sevsuai devngan kevwevnangannya. Akibatnya, sevsuatu 
yang awalnya dianggap wajar dalam n ovrma sovsial dapat bevrkevmbang mevnjadi cevlah 
bagi praktik k ovrupsi t evrsevlubung. 10 

Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana K ovrupsi (UU Tipik ovr) mevnevtapkan bahwa 
pevnevrima gratifikasi m evncakup pevgawai nevgevri, pevnyevlevnggara nevgara, hakim, sevrta 
advovkat yang dit evntukan bevrdasarkan pevraturan p evrundang -undangan. Sevmevntara itu, 
Undang-Undang N ovmovr 20 Tahun 2023 tevntang Aparatur Sipil N evgara dalam Pasal 1 
ayat 3 mevndevfinisikan P evgawai N evgevri Sipil (PNS) sevbagai warga nevgara Indovnevsia yang 
mevmevnuhi p evrsyaratan tevrtevntu dan diangkat sevbagai Pevgawai ASN sevcara tevtap ovlevh 
pevjabat pevmbina kevpevgawaian untuk m evnduduki jabatan p evmevrintahan. ASN sevndiri 
tevrdiri dari PNS dan P evgawai Pevmevrintah d evngan Pevrjanjian Kevrja (PPPK). 

Sevdangkan devfinisi p evnyevlevnggara nevgara dapat ditevmukan dalam Undang -Undang 
Novmovr 28 Tahun 1999 tevntang Pevnyevlevnggaraan Nevgara yang Bevrsih dan Bevbas dari 
Kovrupsi, K ovlusi, dan N evpovtismev. Pasal 1 ayat 1 mevnyevbutkan bahwa pevnyevlevnggara 
nevgara mevncakup Pevjabat Nevgara yang mevnjalankan fungsi evksevkutif, l evgislatif, atau 
yudikatif, s evrta pevjabat lain yang mevmiliki tugas p ovkovk tevrkait d evngan pevnyevlevnggaraan 
nevgara sevsuai devngan pevraturan yang bevrlaku.  

Pevgawai nevgevri atau pevnyevlevnggara nevgara yang mevnevrima gratifikasi, apabila tidak 
dilap ovrkan akan dianggap sevbagai suap. Perbedaan gratifikasi dengan suap terletak 
pada unsur niat dari suatu pemberian. jika telah adanya kesepakan terlebih dahulu  
untuk mempengaruhi Tindakan penyelenggara negara, itu termasuk kedalam suap. 
Namun apabila tidak adanya kesepakatan, maka itu merupakan gratifikasi. Sehingga 
gratifikasi yang dianggap sebagai suap apabila gratifikasi tersebut tidak dilaporkan 
serta bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. dan Akan t evtapi Pasal 12C UU 
Tipik ovr mevngatur bahwa gratifikasi dapat dianggap bukan s evbagai suap apabila 
dilap ovrkan kevpada Kovmisi Pevmbevrantasan Tindak Pidana Kovrupsi (sevlanjutnya dis evbut 
KPK) ovlevh pevnevrima gratifikasi pal ing lambat 30 hari kevrja dihitung dari gratifikasi 
tevrsevbut dit evrima, dan KPK akan mevnevtapkan apakah gratifikasi t evrsevbut m evnjadi 
pevmilik p evnevrima atau mevnjadi milik n evgara. Aturan m evngevnai gratifikasi s evbagaimana 

                                                         
10 Irvan Sebastian Iskandar, òKonsepsi Gratifikasi Sebagai Korupsi Bagi Pejabat Publik,ó Jurnal 

Administrasi Publik 14, no. 2 (December 10, 2023), https://doi.org/10.31506/JAP.V14I2.21863. 
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diatur dalam Pasal 12C tevrsevbut, tidak hanya sevlevsai sampai disana. Sevtevlah mevlapovrkan 
gratifikasi, p evnevrima gratifikasi harus patuh pada Pasal 12B UU Tipik ovr, pada ayat 2 dan 
3 mevngatur bahwa gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000 (sevpuluhjuta rupiah) atau 
levbih harus dibuktikan ovlevh pevnevrima gratifikasi bahwa itu bukan m evrupakan suap. 
Untuk nilainya yang kurang dari Rp. 10.000.000 (sevpuluhjuta rupiah), gratifikasi 
tevrsevbut dibuktikan ovlevh pevnuntut umum.  

Sevbagaimana diatur bahwa gratifikasi yang dit evrima ovlevh ASN tidak dilap ovrkan kevpada 
KPK maka akan dianggap sevbagai tindak pidana suap. Jika dilihat dari k ovnstruksi pasal 
Pasal 12B UU Tipikovr pada ayat 2 dan ayat 3 nya yang mevngatur bevsaran nilai gratifikasi 
yang bevrimplikasi pada p evmbuktian asal-usul gratifikasi yang dit evrimanya, ini 
mevmbevrikan akibat k evtidakluasan bevrtindak k evpada pevnevrima dan p evmbevri gratifikasi. 
Karevna akan sangat bevrevsikov jika nilai gratifikasinya sama d evngan Rp. 10.000.000 
(sevpuluhjuta rupiah) atau levbih dikar evnakan pevnevrima gratifikasi harus m evmbuktikan 
asal-usul dari gratifikasi yang dit evrimanya, apakah itu ill evgal atau sudah sevsuai devngan 
provsevdur hukum yang b evrlaku yang akan dinilai ovlevh KPK.  

Di sisi lain, t evrdapat pr ovfevsi yang mevmiliki k evwevnangan untuk m evnyusun akta ovtevntik, 
yaitu N ovtaris.11 Novtaris mevrupakan p evjabat umum yang dib evri w evwevnang untuk 
mevmbuat akta ovtevntik sevrta kevwevnangan lain sevbagaimana tevrcantum dalam Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang N ovmovr 2 Tahun 2014 tevntang Pevrubahan atas Undang-Undang 
Novmovr 30 Tahun 2004 tevntang Jabatan Novtaris (sevlanjutnya dis evbut UUJN). Pevran 
Novtaris sangat stratevgis dalam mevmbevrikan k evpastian hukum di t evngah masyarakat 
Ind ovnevsia, karevna akta ovtevntik yang dibuat ovlevh Novtaris mevmiliki k evkuatan pevmbuktian 
yang tinggi. Dalam praktiknya, N ovtaris bevrtanggung jawab atas kevbevnaran fovrmil dari 
sevtiap akta yang disusunnya. Sevmevntara itu, Pevjabat Pevmbuat Akta Tanah (PPAT) 
adalah pevjabat umum yang mevmiliki k evwevnangan untuk m evnyusun akta ovtevntik 
bevrkaitan d evngan pevrbuatan hukum t evrtevntu m evngevnai hak atas tanah atau hak milik 
atas satuan rumah susun. Dasar hukum mevngevnai jabatan PPAT ini diatur dalam 
Pevraturan Pevmevrintah N ovmovr 24 Tahun 2016 tevntang Pevrubahan atas Pevraturan 
Pevmevrintah N ovmovr 37 Tahun 1998 tevntang Pevraturan Jabatan Pevjabat Pevmbuat Akta 
Tanah. 

Untuk itu ada p ovtevnsi untuk m evngevlabui pasal 12B dan 12C UU Tipikovr devngan 
mevmbuat gratifikasi yang dib evrikan sevovlah-ovlah dip evrovlah ovlevh pevnevrima gratifikasi 
sevcara levgal atau sevsuai devngan provsevdur hukum yang b evrlaku. Cevlah atau povtevnsi yang 
dapat digunakan agar pevmbevrian dan pevnevrimaan gratifikasi sulit di lacak, dikar evnakan 
pevnevrima gratifikasi tidak ingin ambil pusing untuk m evlakukan p evlapovran kevpada KPK 
tevrhadap gratifikasi yang dit evrimanya yang k evmudian m evnimbulkan k evwajiban bagi 
pevnevrima untuk m evlakukan p evmbuktian. Adapun c evlah atau povtevnsi itu adalah mevlalui 
transaksi yang dilakukan dihadapan N ovtaris-PPAT sevbagai pevjabat umum yang 
bevrw evnang mevmbuat akta ovtevntik, yang dapat dik evmas sevdevmikian rupa agar tidak 
tevrlihat sevpevrti gratifikasi m evlainkan sevsuatu yang dip evrovlevh sevcara sah atau levgal tanpa 
mevlawan hukum. Ovlevh karevna itu tulisan ini b evrmaksud m evncovba mevnjevlaskan apa dan 

                                                         
11 K Lastrisa Maharani et al., òKepastian Hukum Pengaturan Jenis Dokumen Yang Dikeluarkan 
Oleh Notaris Dalam Legalisasi Apostille Dari Perspektif Teori Utilitarianisme,ó Acta 
Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan 10, no. 01 (2025): 163ð79, 

https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p12.  
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bagaimana povtevnsi pevnyalahgunaan akta Novtaris-PPAT sevbagai mevdia gratifikasi 
tevrsevlubung.  

Adapun masalah atau provblevm yang pevnulis hevndak kaji tevrcevrmin dalam rumusan 
bevrikut: Rumusan masalah pertama adalah bagaimana akta notaris sebagai akta 
autentik?, rumusan masalah kedua adalah bagaimana modus operandi  gratifikasi 
terselubung melalui akta notaris -ppat sebagai media serta bagaimana upaya 
preventifnya ?. Tulisan ini me vnjadi suatu kajian yang bevrtujuan untuk me vnyevlidiki dan 
mevnganalisis Povtevnsi Pevnyalahgunaan Akta No vtaris-PPAT Sevbagai Mevdia Gratifikasi 
Tevrsevlubung. Pevnevlitian ini akan m evmbevrikan k ovntribusi dalam m evrumuskan 
revkovmevndasi upaya prevvevntif atau p evncevgahan yang dapat dilakukan ovlevh Novtaris-
PPAT dalam mevmbevrikan p evlayanan kevpada sevtiap pevnghadap yang mevnghadap untuk 
mevnggunakan jasanya. 

Sevjauh ini, kajian m evngevnai Novtaris dan Tindak Pidana K ovrupsi bevrfovkus pada novtaris 
sevbagai subjevk yang bevrpevran aktif dalam sevbuah tindak pidana k ovrupsi. Seperti, kajian 
yang dit evliti ovlevh Agus Santovsov mevngevnai Tindak Pidana K ovrupsi yang dilakukan 
Novtaris-PPAT dalam Mevnjalankan Kevwevnangan Jabatannya.12 Pevnevlitian t evrsevbut 
mevnevkankan bahwa N ovtaris-PPAT dapat dit evtapkan sevbagai tevrsangka karevna 
mevnyalahgunakan k evwevnangan jabatannya pada Pasal 3 dan mevmbantu m evmpevrkaya 
ovrang lain pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipik ovr. Sevlain itu, kajian N ovtaris dan 
Tindak Pidana K ovrupsi banyak m evngkaji m evngevnai pevran novtaris dalam mevncevgah 
Tindak Pidana Pevncucian Uang (TPPU). Seperti Ridhov Ilham dkk 13 yang mevngkaji 
tevntang Pevnevrapan Prinsip M evngevnali Pevngguna Jasa ovlevh Novtaris dalam Pevncevgahan 
dan pevmbevrantasan Tindak Pidana Pevncucian Uang. Namun, kajian m evngevnai akta 
Novtaris-PPAT sevbagai mevdia tindak pidana k ovrupsi khususnya gratifikasi masih minim, 
dalam kovntevks ini adalah povtevnsi pevnyalahgunaan akta Novtaris-PPAT sevbagai mevdia 
gratifikasi. Berangkat dari hal ini, penulis melakukan penelitian dengan òNotaris-PPAT 
dan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Potensi Penyalahgunaan Akta Sebagai Media 
Gratifikasi Terselubung .ó 

2. Metode  Penelitian  

Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif -empiris  dengan  pendekatan  
hukum doktrinal  untuk   menganalisis   potensi penyalahgunaan akta sebagai media 
gratifikasi terselubung. Fokus  penelitian  adalah  pada  pengkajian  peraturan  
perundang -undangan yang  relevan,  seperti  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ,  serta Undang-undang Aparatur Sipil Negara ,  
terutama  yang  berkaitan  dengan gratif ikasi.  Pendekatan  yang  digunakan adalah   
pendekatan perundang -undangan (statute   approach), dengan   menganalisis regulasi  
terkait  profesi  Notaris-PPAT  dan  tindak pidana Korupsi .  Penelitian  ini  juga  
menggunakan pendekatan  konseptual untuk me nganalisis praktik  gratifikasi 

                                                         
12 Agus Santoso, òTindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-PPAT Dalam Menjalankan 
Kewenangan Jabatannya,ó Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 4, no. 1 (March 7, 2020): 53, 
https://doi.org/10.33474/HUKENO.V4I1.6448.  

13 Ridho Ilham, òPENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS 
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN 
UANG IMPLEMENTATION,ó Unes Journal of Swara Justisia 3, no. 4 (2020): 1ð23, 

https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/126.  




